BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2010
TENTANG

PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG KETUA, WAKIL KETUA,
DAN ANGGOTA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan
Pemeriksa Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Badan
Pemeriksa keuangan tentang Pembagian Tugas dan

Wewenang Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 4654);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG
PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG KETUA, WAKIL

KETUA, DAN ANGGOTA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

(1) Badan Pemeriksa Keuangan terdiri atas seorang Ketua merangkap Anggota,
seorang Wakil Ketua merangkap Anggota, dan 7 (tujuh) orang Anggota.
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(2) Susunan Jabatan Badan Pemeriksa Keuangan terdiri atas:
a. Ketua merangkap Anggota;

Wakil Ketua merangkap Anggota;

Anggota |;

Anggota ll;

Anggota {li;

Anggota IV,

Anggota V;

Anggota VI; dan

.  Anggota Vil.

(3) Ketua dan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dan dan oleh Anggota
Badan Pemeriksa Keuangan.
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Pasal 2

Dalam rangka melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab

keuangan negara dilakukan pembagian tugas dan wewenang antara Ketua, Wakil Ketua,
dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 3

Tugas dan wewenang Ketua Badan Pemeriksa Keuangan méliputi:
a. pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kelembagaan BPK;

b. pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum; dan
c. hubungan kelembagaan dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 4

Tugas dan wewenang Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan meliputi:
a. pelaksanaan tugas penunjang dan Sekretariat Jenderal, dan
b. penanganan kerugian negara.

Pasal 5

Tugas dan wewenang Anggota | meliputi pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan.

Pasal 6

Tugas dan wewenang Anggota 1l meliputi:

a. pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang
perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional, dan

b. pemeriksaan investigatif.




Pasal 7

Tugas dan wewenang Anggota Ill meliputi pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab

keuangan negara bidang lembaga negara, kesejahteraan rakyat, kesekretariatan negara,
aparatur negara, riset dan teknologi.

Pasal 8

Tugas dan wewenang Anggota IV meliputi pemeriksaan pengeiolaan dan tanggung jawab

keuangan negara bidang lingkungan hidup, pengelola sumber daya alam, dan
infrastruktur.

Pasal 9

Tugas dan wewenang Anggota V meliputi pemertksaan pengélo|aan dan tanggung jawab

keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Wilayah | (Sumatera dan
Jawa).

Pasal 10

Tugas dan wewenang Anggota VI meliputi pemeriksaan pengelolaa‘;h dan tanggung jawab

keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Wilayah |i (Bal, Nusa
Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua).

Pasal 11

Tugas dan wewenang Anggota VII meliputi pemeriksaan pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan negara bidang kekayaan negara yang dipisahkan.

Pasal 12

Rincian pembagian tugas dan wewenang Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan
Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 11

adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan
dar Peraturan ini.
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. Pasal 13
(1) Penempatan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengisi jabatan Anggota |,

Anggota il, Anggota lll, Anggota iV, Anggota V, Anggota VI, dan Anggota Vil
ditetapkan berdasarkan hasil Sidang Badan Pemeriksa Keuangan.

(2) Penempatan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 14

Pada saat Peraturan ini berlaku, Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 28/K/l-
VIiil.3/5/2007 tentang Bidang Tugas Pembinaan Ketua, Wakil Ketua, dan Para Anggota
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan

Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 07/K/I-XII1.2/4/2009, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di . Jakarta
Pada tanggal : 8 Januari 2010
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BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KETUA,
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LAMPIRAN : PERATURAN BPX R
NOMOR : 4 TAHUN 2010

TANGGAL : 2 JANUAR! 2010

- Pemeriksasn Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara secara ! I.Inmm
- Hubungan Kelfembagaan an Dalam | Hegeri
dan Luar Negeri

- Pelaksanaan Tugas Penunjang dan Palats_:_m Badan Pemenksa Kouangan

Para Pemangiu K spersingan

Anggota | Pemerikssan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara Bldang P_?ﬂﬂk
Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

Und Pelaksana Tugas Pomerikaaan Kouangan Negara |, dongan ontitas

Kementerian Fukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerion Pertahanan { tarmasuk Mabes TN, AD, AU, AL }
Kementerian Perhubungan
Kementesrian K::::Emamr Bidang Politk , Hukum, dan Keamanan
Kejaksaan Agurg

I(apola:m Necaa Republik Indonesta
ﬂ Badan inteien "bga‘a
S Badan Narkotka Nasional
10 Badan Metsoroiog 0an Geofisika
11 Lembaga Ketahanan Nasional
12 Dewan Ketaharan Nasonal
13 Lembaga Sand Megara
14 Komisi Nasiona HAM
15 Komisi Pemberartasan mupT
{16 Komist PomiBhan Umum (tmnnuk Komigi ann Urneem Diorsh
Provinsi/X abupatan/K ola)

serta lembaga terkatt 3 EIngkungan entitas tersetut df atas.

S

-Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Unit Pelaksana Tugas i-"um_rLits.am Keuangan Naga'aiﬂ: dengan antitas
Jawab Keuangan Negara Bidang Perexonomian pemeriksaan:

dan Perencanaan Pembangunan Nasiconal ) 1 —Kmntﬁim I{mngm

Pemertksaan investigati! S 2 Xemaentarian Pu-dagmgan

3 Kementerian Perindustrian

4 Bank Indonesz

5 Kamnntanm X sardanatar Bidang Perekonomian

6 Kemanla'm Parencanaan Pembangunan NasionalBAPPENAS
7 Kementerian Kperasi dan Usaha Menengah
8

g

Badan Koordirza Penanaman Modal
Badan Pusat s:;m
10 Pu&at Pelaparan dan Analsls Transakst Keuangm
11 PT Pm °angebla Aset
12 Lembaga Pm Simpanan
13 Badan Standardsas Nasional
sorla lembaga terkat 3 ingkungan entitas tersobut di atas.

Anggota Ii Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Unit Polaksana Tugas Pemeriksaan Keuangan Negara I, dencan enfitas

Jawsb Kaunngan Negara Bidang Lembaga Negar:, pon;iksam:

Kﬂejnhtemn Rakyat, Kesekretanatan Negarg, Majets Permmsrawaratan Rakyat

Aparatur Negara, Riset dan Teknolog! Dewan Perwakizn Rakyat

B | Dewan Perwaician Daerah
Mahkamah Agurg

Badan Pemerisa Xsuangan
Mahkamah Korsstssi
Komisi Yodisi®
Kementanan Scsal
Kemanterian Ketudayaan dan Pariwsata

‘Kementarian Teraga Kerja dan Transmigrasi
Kementarian Kormundkasi dan informatika
Kementerian Pencayagunaan Aparatr Negara dan Retorreas: Brokras
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyst
Kementerian Necara Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak
Komenterian Feouda dan Olahvaga "
Xemanienan w_ﬂﬂyz__
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17 Xementerian Riset dan Teknologi
18 Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional
13 Badan Pengawas Tenaga Mukir
20 Badan Tenaga Nuklr Nasionat

- . 21 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknolog!
- ‘ 22 |embaga timu Pengetahuan indonesia
23 Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
24 Pocpusiakaan Nasional
Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan SBancana
Badan Pelaksana Tabungan Perumahan T
Kementarian Sekretmai”ogn{ﬁumwk Sahutm:thhut Rumah Tangga
Kapresidanan, Sekretarizt Wakil Prasiden, Sekretariat Mifitar
. Pasukan Pengamanan Presiden) .
R Badan Koordinasi Keksarga Bosoncana Nasional
Badan Kapegawaian Neqara
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Badan Pertanahan Nasional T
Lembaga Admimstasi Negara
Arsip Nasional
Badan Pengelola Gekora Bung Kamo
Badan Pengelola Komplek Kemayoran
Badan Nasional Penempatan dan Perfindungan Tenaga Kerja
Lembaga Pmyim Pubik RRI
Lembaga Penynam Pubil: W
Lembaga Kantor Berita Nasmai 3l ANTARA
Taman Mru indonesia Indah

serta iembaga torkait di Engkungan entitas tersebut di atas.
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UmTPeiatsma Tugas Pemeriksaan Keuangan Negara IV, dengan endtas
permeiksaan
Kemsanlerian Pertanian

Kementenan Kehutanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kemenierian Energ dan Sumber Daya Mineral
Xementenan Pelfa‘jam Umum i
¥ ementerian Lingkungan Hidup

Badan Pengatur Hifr Migas

sena IerEbagaL terkait di ingkungan entitas tersebut di atas.

Pemenksaan Pengelolun dan Tanggung
Jawab Keuangan Nngm Bldang Lingkungan

Hidup, Pnngelola Sumber Daya Alam, dan
infrastruktur
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Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Unit Pelaksana Tugas Pemeriksaan Keuangan Negara V,
Keuangan Daerah dan Kekayaan Daerah yang dengan enfilas pameriksaan:
Dipisahikan pada Wilayah | (Sumatera dan Jawa) Kementerian Dalam Negerl

1
2 Kementenan Agama

3 Eaﬂm Ftena:lthtaal dan ﬂemnmm ngoe Acm Carussaian
4

5

o — J— a——-

Badan Ptngembangan lndusti Pulay Batam

Pemenntah anmns:. X abupaten, Kota, dan Badan Usaha M Daerah
di Wilayah | ;

Provinsi Nangroe Aceh Darusalam

Provinst Sumatera Uldrd

Provinsi Sumatera Barat

Provinst Kiau

Pruvi-nsi Kapulau.ﬁ Riau

Proving Jamdi

Provinsi Sumatera Selatan

Provinsi Bengkuk

i F'rovms.l Bangka Beiti.mg

| F‘rwlnm Lampung

K. Pluumsi Banten

{  Provinsi Jawa Barat

m, Prmrms: Daﬁm Khusus fbuknta Jakata

n. Provinsi Jawa Tangah

0. Provinsi Daerah Iatimewa ‘:’ngyﬁatu

p. Proving Jawa Timur

serta lembaga terkait di ingkungan entitas tersebut di atas.
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Pemenksaan Penge!olaan dan Tanggung Jawab Unit Pelaksana Tugas Pemeriksaan Keuangan Negara V1. X

Knu:mgan Baefah dan sz,raan D:erah yang dengan entitas pemmlsaaﬂ:

Dipmhkan pada W‘ﬂaylh 1§ {Eah Nusa Tenggara, {1 Kementerian Kam

Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua) 2 Kementerian Pendidikan Nasional

T ) 3 Kemenlerian Pembangunan Daerah Testinggal

4 Badan Pengawas Obat dan Makanan

5 Pemerintah Provinsi, X abupaten, Kota, dan Badan Usaha Milk Daerah
di Wilayah [l
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b. PrwhﬁNmTuggaaBa'at

_¢c | Provinsi Nusa meaa Timur

d. Provinsi I(aﬂlnmm Barat

.. Prwhsil(almmtm'l'enga‘:

l Prumsul(aimmmSelam

. ol

g. MKMTW

=

Pm&ﬂam&za

F\mhd&:lnﬂ'fm

Prm&m Tengga‘a

r— ] 3 ||

ﬁmGumtab
m. Provinsi Sulawesi Utara

n. ?mu_mmﬂ

0. Prmlilall.ltu

P. F'rwmﬂhm.layaﬁaat

q Provins Papua

serta lambaga terkait dt ingkungan eniitas tersabut di atas.

Pemertiksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Unit Pelaksana Tugas Pmiksam Keuangan Negara V&,

Keuangan Negara Bidang Kekayaan Negara

dengan em:tas penm’lnsam

yang Dipisahkan

-

! Kerrmtuim Badan Usaha MEIl Noga'a

2 Badan Usaha Mk Negara dan anak perusahaan

3 Badan Pahhm: ngendaim Us-:ila Migas (Inm::nt l’.nrth'idnr

Pmdmt:on Sharing/XPS Pmmwl

4 Badan PomhmaPrnyek As.ahan dan mmla Pongq:bmgm Pmyakq

Asahan

serta lembaga terkait di Bngkungan enfitas tersebut i alas

KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
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